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Islam memerintahkan kita untuk memeluk Islam ini secara kaffah, termasuk 
bidang ekonomi, Islam sudah mengatur dan mengkonsep sebuah jalan keluar dari 
segala krisis yaitu membuang segala praktek riba dan kembali ke pilar-pilar syariah. 
Produk pembiayaan dana talangan Haji ini menggunakan prinsip ijarah. Ijarah 
adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang/jasa dalam waktu tertentu 
dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri. Salah satu produk 
pembiayaan Unit Usaha Syariah PT. Bank Riau adalah pembiayaan iB Talangan 
Haji, banyaknya peminat ingin berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci, 
maka pihak Kementerian Agama Republik Indonesia mengharuskan calon jamaah 
haji untuk menyetorkan dulu sejumlah dana sebagai ‘tanda jadi’ bahwa mereka serius 
ingin berangkat haji. Tanpa setoran awal, maka seorang jamaah tidak akan tercantum 
namanya dalam daftar antrian. Produk dana talangan haji memiliki nilai yang 
strategis, tetapi memiliki kelemahan diantaranya terjadi masa tunggu (antrian) yang 
semakin lama. Hukum Talangan Haji ini menimbulkan pro dan kontra saat Dana 
Talangan Haji berkembang di masyarakat. Sebagian ulama menyatakan Dana 
Talangan Haji tidak memperbolehkan karena memakai gabungan 2 (dua) akad yaitu 
akad qardh (pinjaman) dengan akad ijarah (jasa), yaitu jasa LKS memberikan 
pinjaman kepada nasabah,sehingga tidak diperbolehkan. Masyarakat bingung apakah 
Dana Talangan Haji ini halal atau tidak. Bagi masyarakat, dana talangan haji 
membantu sekali bagi yang belum memiliki biaya haji namun dapat mengangsur 
setiap bulannya. Adapula yang berpendapat bahwa Dana Talangan Haji itu adalah 
haram karena dikenakan biaya administrasi setiap tahunnya, biaya tersebut adalah 
tambahan atau disebut juga riba. Penggunaan Dana Talangan Haji rawan 
menimbulkan terjadinya praktek yang dilarang (riba). Sehingga Menteri Agama yang 
memiliki hak untuk membuat kebijakan merasa perlu untuk melarang penggunaan 
Dana Talangan Haji tersebut sebelum muncul dampak negatif lain yang lebih besar. 
Berkenaan dengan status pelarangan oleh Kemenag RI, jika dilihat dari aspek hukum 
positif, meskipun belum ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang resmi 
dikeluarkan, namun pernyataan Menteri Agama tersebut dapat dijadikan dasar hukum 
sementara pelarangan Dana Talangan Haji. Masyarakat juga harus memahami bahwa 
meskipun ibadah haji hukumnya wajib, namun jika dengan melakukan kewajiban ini 
malah bertentangan dengan hukum lain karena  penggunaan Dana Talangan Haji 
yang dilarang, maka dahulukan mengambil hukum yang melarang. 
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